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Abstrak 

 
Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model narrative review, mencakup artikel 
ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional. Analisis dilakukan melalui teknik sintesis 
tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan konsep utama terkait advokasi kebijakan dan partisipasi 
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan memainkan peran penting dalam 
menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis bukti. Partisipasi 
masyarakat terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan, rasa memiliki terhadap destinasi, serta 
keberlanjutan sosial ekologis jangka panjang. Namun demikian, berbagai tantangan ditemukan, seperti 
ketimpangan kekuasaan antar aktor, rendahnya kapasitas internal komunitas, akses informasi yang 
terbatas, budaya birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal. Hambatan-hambatan 
ini sering kali membuat partisipasi masyarakat bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap arah kebijakan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas komunitas, reformasi 
tata kelola, dan perluasan ruang advokasi bagi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. 
 
Kata kunci: Advokasi Kebijakan, Pariwisata, Partisipasi Masyarakat 
 

Abstract 
 

The study employs a literature review approach using a narrative review model, covering scientific articles, 
academic books, and reports from international organizations. The analysis is conducted through thematic 
synthesis techniques to identify patterns, categories, and key concepts related to policy advocacy and 
community participation. The findings show that policy advocacy plays an important role in creating more 
inclusive, transparent, and evidence-based tourism governance. Community participation has been proven 
to enhance policy legitimacy, a sense of ownership toward destinations, and long-term socio-ecological 
sustainability. Nevertheless, several challenges are identified, such as power imbalances between actors, 
low internal community capacity, limited access to information, hierarchical bureaucratic culture, and the 
lack of formal dialogue mechanisms. These barriers often result in community participation becoming 
symbolic and lacking significant influence on policy direction. This study emphasizes the need for 
strengthening community capacity, governance reform, and expanding advocacy spaces for communities 
in achieving sustainable tourism. 
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PENDAHULUAN 
Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia (Yakup, 
2019). Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan pariwisata mengalami 
pergeseran dari pendekatan eksploitasi ekonomi menuju pendekatan pariwisata berkelanjutan 
yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan 
manfaat ekonomi jangka Panjang (Fattah, 2023). Perubahan paradigma ini menuntut adanya 
kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif agar pembangunan destinasi pariwisata 
dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. 

Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata tidak hanya menjadi sumber 
pendapatan, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat (Saputra, 
2024). Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat meminimalkan dampak negatif, seperti 
munculnya konflik dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan 
pariwisata yang berkelanjutan perlu diterapkan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan 
masyarakat tanpa mengorbankan aspek sosial dan budaya mereka (Multasam et al., 2025). 

Pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda global yang menekankan 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Harsono et al., 2025). Konsep ini 
muncul sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata massal yang dapat menurunkan 
kualitas lingkungan, mengancam kelestarian budaya lokal, serta menciptakan ketimpangan sosial 
ekonomi. Menurut World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata berkelanjutan harus 
mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal sekaligus melindungi dan 
meningkatkan peluang di masa depan melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung 
jawab (UNWTO, 2005).  

Laporan World Commission on Environment and Development (WCED) menegaskan 
bahwa pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan tanpa 
mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WCED, 
1987).  Bramwell dan Lane (2011) menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata hanya dapat 
dicapai melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pelaku usaha, 
dan komunitas lokal. Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya 
menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan komitmen untuk menjaga harmoni antara 
kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan jangka panjang. 

Namun, implementasi kebijakan pariwisata di berbagai daerah masih menunjukkan 
kecenderungan top-down, di mana pemerintah dan pelaku usaha memiliki dominasi besar dalam 
pengambilan keputusan, sementara masyarakat lokal sering kali ditempatkan hanya sebagai 
penerima kebijakan. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat hanya bersifat konsultatif 
simbolik tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap arah pembangunan (Saputro & Ma’ruf, 2025). 
Model pemerintahan yang hierarkis seperti ini berpotensi mengabaikan kebutuhan, aspirasi, serta 
pengetahuan lokal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan destinasi.  

Menurut Tosun (2000), keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pariwisata disebabkan 
oleh faktor struktural, seperti dominasi elit, lemahnya kapasitas masyarakat, serta sistem 
birokrasi yang tidak inklusif (Kabuam, 2024). Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti 
konflik pemanfaatan lahan, ketidaksesuaian antara perencanaan destinasi dengan nilai-nilai 
sosial budaya masyarakat, dan rendahnya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program 
pariwisata. Situasi ini sejalan dengan temuan Akhyar & Syarif (2024) yang menyatakan bahwa 
partisipasi masyarakat yang minim dapat menghambat legitimasi kebijakan dan menurunkan 
efektivitas pembangunan pariwisata. Berbagai literatur juga menegaskan bahwa keberlanjutan 
destinasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas lokal yang mampu memberikan 
kontribusi dalam pengelolaan, pelestarian budaya, serta pengambilan keputusan (Rifdah & 
Kusdiwanggo, 2024). Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat bukan hanya isu 
demokratisasi, tetapi menjadi prasyarat bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan 
pariwisata 
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Di tengah tantangan tersebut, advokasi kebijakan menjadi salah satu pendekatan penting 
dalam meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata (tourism governance). Advokasi 
memungkinkan masyarakat, kelompok sadar wisata, komunitas adat, LSM, dan aktor non-negara 
lainnya untuk berperan aktif dalam proses pembangunan pariwisata. Kuswandoro (2024) 
advokasi civil society memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan dan 

pengawasan kebijakan publik.  Proses kebijakan yang partisipatif memungkinkan masyarakat 
untuk menyuarakan pandangan dan kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih 
responsif terhadap kebutuhan nyata dan lebih mudah diterima. Dalam konteks ini, keterlibatan 
yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, 
dan komunitas lokal, menjadi penting. Ini tidak hanya membantu dalam merancang kebijakan 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat untuk 
mendukung implementasi kebijakan tersebut (Adger et al., 2024).   

Sejumlah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat 
dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam kerangka advokasi kebijakan (Khalim & 
Hernawati, 2024). Partisipasi ini bukan hanya pada tahap implementasi, tetapi juga pada proses 
perumusan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan (Wahyudi & 
Nazri, 2023). Dengan demikian, penting dilakukan kajian literatur untuk memetakan bagaimana 
advokasi kebijakan bekerja dalam konteks pariwisata berkelanjutan dan bagaimana peran 

masyarakat sebagai aktor sentral dalam proses tersebut. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan narrative review 
yang bertujuan menyintesis berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian terkait advokasi 
kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini 
dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara komprehensif perkembangan penelitian 
terdahulu, terutama yang membahas governance pariwisata dan peran masyarakat dalam 
pengembangan destinasi. Data penelitian seluruhnya berasal dari sumber sekunder yang 
meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi SINTA, buku 
akademik tentang administrasi publik dan pariwisata dan laporan organisasi internasional. Proses 
pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti policy 
advocacy, community participation, sustainable tourism, tourism governance, dan destination 
development. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu 

literatur yang membahas advokasi, partisipasi masyarakat, atau pembangunan pariwisata, 
dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2025, berbasis akademik, dan memiliki relevansi 
dengan topik penelitian.  

Data dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik (thematic synthesis), yang dimulai 

dengan pengorganisasian literatur berdasarkan tema, pengodean konsep-konsep penting, serta 
pengelompokan temuan menjadi pola dan kategori tertentu. Untuk menjaga validitas data, 
penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan literatur dari berbagai jenis 
publikasi dan mengevaluasi kualitas masing-masing literatur berdasarkan reputasi jurnal, 
kejelasan metodologi, serta kontribusinya terhadap kajian akademik. Alur penelitian meliputi 
penentuan fokus, pencarian literatur, seleksi, pengodean, sintesis tematik, penyusunan 
pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa kajian 
yang disajikan bersifat sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Konsep advokasi kebijakan dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan 

Advokasi kebijakan dalam sektor pariwisata berkelanjutan merupakan suatu proses 
strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi 
kebijakan agar berpihak pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi destinasi wisata. 
John Hopkins University (1999) dalam teori yang dikenal dalam advokasi adalah teori bagan A 
menyebutkan definisi advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui 



Tinjauan Advokasi Kebijakan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: 
Tantangan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata  

 
Hanifah Nilau Putri, Aldri Frinaldi, Asnil  

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

662 
Volume 10, Nomor 1, Februari 2026 

berbagai macam bentuk komunikasi. Pendekatan ini memastikan kebijakan yang dihasilkan 
responsif terhadap kebutuhan, meminimalkan konflik sosial, serta mendukung keberlanjutan 
lingkungan, sosial, dan ekonomi destinasi wisata.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Akibu (2025), pembangunan berkelanjutan 
membutuhkan stategi kebijakan yang adaptif, inovatif dan partisipatif agar dapat menghadapi 
tekanan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks. Kesadaran masyarakat terkait 
keberlanjutan juga dapat menghasilkan tekanan politik dan advokasi untuk mengadopsi 
kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan lingkungan dan pembangunan 
berkelanjutan. Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan sering kali membentuk kelompok 
advokasi, organisasi non-pemerintah, atau gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan 
kebijakan dan menekan pemerintah atau lembaga lainnya untuk bertindak (Suharto et al., 2024). 

Beberapa literatur terkait sustainable tourism menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata 
yang berkelanjutan harus menekankan tata kelola yang inklusif dan berbasis bukti (evidence-
based policy) (Irawati & Prasetyo, 2025). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa 
keputusan yang diambil tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek, tetapi juga 
mempertimbangkan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi destinasi wisata. Uhai et al., 
(2011) menegaskan bahwa advokasi kebijakan pariwisata harus mempertimbangkan dinamika 
lingkungan, perubahan sosial, dan risiko jangka panjang yang dapat terjadi pada destinasi.  

 Selain itu, Bramwell & Sharman (1999) menambahkan bahwa mengingatkan bahwa 
keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesetaraan relasi kekuasaan antar aktor, dan 
ketidakseimbangan dapat menghambat tercapainya konsensus serta pembelajaran kolektif. 
Sejalan dengan itu, UNWTO (2018) menekankan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan 
harus didukung oleh integrasi data ilmiah, pemantauan berkelanjutan, serta evaluasi kebijakan 
yang sistematis agar prinsip-prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten dari tingkat 
lokal hingga nasional. 

Dalam praktiknya, advokasi kebijakan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui 
penyusunan rekomendasi kebijakan, dialog multipihak, serta penggunaan data dan kajian 
akademik untuk memengaruhi arah perencanaan destinasi. diperlukan sistem interaksi dan 
kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, 
akademisi, dan masyarakat lokal. Konsep ini menekankan pentingnya keterhubungan antar aktor 
dalam berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama 
dalam pengelolaan wisata yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta 
mempertahankan nilai sosial budaya masyarakat setempat (Muharam & Rusli,2025).  

Dalam dekade terakhir, advokasi kebijakan dalam sektor pariwisata menunjukkan tren 
yang semakin mengarah pada tata kelola (governance) yang lebih partisipatif. Jika sebelumnya 
kebijakan pariwisata banyak didominasi oleh pendekatan top-down, di mana pemerintah menjadi 
aktor utama yang menentukan arah kebijakan tanpa keterlibatan signifikan dari masyarakat, kini 
banyak studi menunjukkan pergeseran menuju pendekatan collaborative governance atau 
participatory governance. (Wulandjani et al., 2025).  Pergeseran ini muncul karena kompleksitas 
isu pariwisata—mulai dari keberlanjutan lingkungan, perubahan sosial, hingga resistensi 
masyarakat lokal—yang tidak dapat diselesaikan melalui struktur komando-hierarkis semata. 

Bramwell & Lane (2011) menekankan bahwa tata kelola pariwisata modern harus 
mendorong proses inklusif di mana komunitas lokal, sektor swasta, lembaga swadaya 
masyarakat, dan pemerintah terlibat dalam proses advokasi serta pengambilan keputusan. Hal 
ini diperkuat oleh Ansell & Gash (2008) yang menjelaskan bahwa collaborative governance 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan 
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara inklusif, melalui mekanisme dialogis dan 
berbasis consensus. Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya kesadaran bahwa 
keberhasilan advokasi tidak lagi cukup hanya dengan memengaruhi elite birokrasi atau 
pengambil kebijakan formal, tetapi juga bergantung pada kemampuan membangun jejaring, 
koalisi, dan konsensus antarpemangku kepentingan. 
 



Tinjauan Advokasi Kebijakan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: 
Tantangan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata  

 
Hanifah Nilau Putri, Aldri Frinaldi, Asnil  

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: 
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 
E-ISSN : 2598-6236 

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah 

 
 

 
 

663 
Volume 10, Nomor 1, Februari 2026 

2. Peran partisipasi masyarakat dalam proses advokasi kebijakan pariwisata 
Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam advokasi kebijakan pariwisata 

karena masyarakat lokal adalah pihak yang paling terdampak oleh aktivitas pariwisata, sekaligus 
pemangku kepentingan yang memahami kebutuhan, potensi, dan risiko pada tingkat lokal. 
Sutisna (2013) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat 
ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  Dalam konteks ini, 
partisipasi masyarakat berfungsi sebagai faktor yang meningkatkan kepuasan masyarakat, 
sementara advokasi memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka 
diakomodasi dalam kebijakan pembangunan (Lestari et al., 2025). 

Literatur pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya 
meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) 
terhadap pengelolaan destinasi. Selain itu, masyarakat juga sudah dapat menjalankan aktivitas 
pariwisata yang ada di sekitar mereka (Nurhasanah & Persada, 2017).  Fungsi dari partisipasi 
masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan dapat mengurangi konflik kepentingan, memperkuat 
keberlanjutan sosial, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan 
secara adil (Uhai et al., 2024). Selain itu, menurut Padillah et al., (2023) fungsi lainnya yaitu 
partisipasi yang efektif dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses advokasi, 
sehingga suara mereka didengar dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Dalam proses advokasi kebijakan pariwisata, masyarakat berperan melalui mekanisme 
seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), 
kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga jaringan advokasi berbasis komunitas. Partisipasi 
berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Zulfila, 2023). Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat 
memiliki ruang untuk mempengaruhi keputusan strategis, mengawasi implementasi program, 
serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, advokasi berbasis partisipasi publik menjadi fondasi penting dalam 
menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada 
kesejahteraan jangka Panjang. 

Dalam paradigma tata kelola pariwisata yang modern, masyarakat tidak lagi diposisikan 
sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk 
memengaruhi arah kebijakan publik. Pergeseran ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein 
(1969) yang menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan menuntut pemberdayaan 
masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi 
penerima manfaat. Dalam konteks pariwisata, masyarakat lokal dianggap sebagai pemegang 
yang autentik mengenai potensi, risiko, dan nilai sosial budaya destinasi, sehingga pandangan 
mereka sangat relevan dalam proses advokasi kebijakan.  

Peran masyarakat sebagai aktor advokasi semakin terlihat dalam berbagai bentuk wadah 
partisipasi yang berkembang baik secara formal maupun informal. 
Beberapa bentuk peran tersebut antara lain: 
1 forum warga, yang berfungsi sebagai ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi, kritik, atau usulan terkait arah pembangunan pariwisata. Forum semacam ini 
memungkinkan proses bottom-up policy advocacy yang lebih terstruktur. 

2 Musyawah Pariwisata, yaitu pertemuan diskursif yang mempertemukan masyarakat, 
pemerintah, dan pelaku industri untuk membahas isu-isu strategis destinasi.  

3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sebagai kelompok komunitas lokal yang berperan 
langsung dalam pengembangan atraksi wisata, promosi lokal, dan edukasi wisatawan. 
Pokdarwis juga sering menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan warga, 
sehingga berfungsi sebagai aktor advokasi berbasis komunitas. 

4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memainkan peran dalam mengawal isu keberlanjutan, 
memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam 
isu lingkungan, hak tanah, dan keberlanjutan destinasi. 
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5 Komunitas adat, yang memiliki otoritas budaya dan struktur sosial khas. Dalam banyak kasus, 
komunitas adat berfungsi sebagai aktor utama dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, 
memastikan perlindungan kawasan adat, dan memberi pengaruh terhadap keputusan 
pemerintah melalui mekanisme adat yang diakui secara formal maupun informal. 

 
Tantangan partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan pariwisata berkelanjutan menghadapi 
berbagai tantangan struktural maupun sosial yang memengaruhi efektivitas keterlibatan mereka. 
Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kekuasaan antar aktor, di mana pemerintah 
dan investor sering memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara 
masyarakat lokal berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Menurut Rahim (2025), 
ketimpangan ini dapat membuat partisipasi hanya bersifat simbolis atau konsultatif tanpa 
pengaruh nyata kepada masyarakat. 

 Rendahnya kapasitas dan literasi kebijakan di tingkat komunitas juga menjadi kendala, 
karena banyak masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi, pemahaman 
regulasi, atau kemampuan teknis untuk terlibat dalam proses advokasi yang kompleks. 
Reindrawati (2023) mengkonfirmasi bahwa rendahnya kapasitas internal komunitas seperti 
kurangnya pengetahuan, pendidikan, akses terhadap ahli perencanaan, dan lemahnya 
kelembagaan local merupakan faktor utama yang membatasi kemampuan masyarakat untuk 
terlibat secara efektif dalam perencanaan pariwisata yang berkelanjutan 

Tantangan lainnya adalah konflik kepentingan antara investor, pemerintah, dan komunitas, 
terutama ketika orientasi pembangunan ekonomi berbenturan dengan nilai budaya atau 
kebutuhan ekologis masyarakat lokal. Mappasomba et al., (2024) menyebutkan bahwa Konflik 
kepentingan dan tujuan dari beragam pemangku kepentingan menjadi alasan mendasar di balik 
konflik dalam pengelolaan wisata. 

 Selain itu, hambatan struktural seperti regulasi yang tidak mendukung partisipasi, budaya 
birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal turut membatasi ruang gerak 
masyarakat dalam memengaruhi kebijakan Prosedur administrasi yang panjang, aturan yang 
kompleks, serta rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan membuat 
masyarakat sulit terlibat secara aktif. Banyak keputusan publik dibuat tanpa keterbukaan 
informasi yang memadai, sehingga warga kesulitan memahami alur dan persyaratan yang harus 
dipenuhi. Akses terhadap informasi kebijakan pun masih terbatas, khususnya bagi masyarakat di 
wilayah terpencil yang menghadapi kendala infrastruktur komunikasi. Minimnya sosialisasi 
pemerintah mengenai kebijakan yang sedang berjalan semakin memperburuk situasi, karena 
hanya kelompok tertentu seperti pejabat atau elite local yang memperoleh pengetahuan 
menyeluruh tentang proses kebijakan (Kabuam, 2024). 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi kebijakan merupakan elemen fundamental 
dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, terutama dalam menciptakan tata kelola yang 
inklusif dan partisipatif. Masyarakat lokal memiliki posisi strategis sebagai aktor yang memahami 
kebutuhan, potensi, serta risiko destinasi, sehingga keterlibatan mereka berpengaruh langsung 
terhadap legitimasi dan keberhasilan kebijakan. Namun, partisipasi yang bermakna belum 
sepenuhnya tercapai karena masih banyak hambatan struktural, kultural, dan operasional, antara 
lain ketimpangan kekuasaan, rendahnya kapasitas komunitas, minimnya akses informasi, 
regulasi yang tidak mendukung, serta proses birokrasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, 
diperlukan strategi penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses informasi, penciptaan 
mekanisme dialog yang setara, serta reformasi tata kelola pariwisata agar partisipasi publik tidak 
hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memengaruhi perumusan, implementasi, dan 
evaluasi kebijakan. Dengan memperkuat peran advokasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan 
dapat diwujudkan secara lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka 
Panjang. 
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